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Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul 
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Kode Pos 55714  Telepon (0274) 368302  
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PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si. 

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA  berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN 1 

TABEL KINERJA  

TAHUN 2025 

 

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Jabatan : Kepala Dinas 

Tahun Anggaran : 2025 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Meningkatnya 

jumlah kunjungan 

Pemustaka 

Persentase 

Pemustaka yang 

Berkunjung ke 

Perpustakaan 

Persentase 183 Triwulan I - 

Triwulan II - 

Triwulan III - 

Triwulan IV 183*) 

  Survei Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Perpustakaan 

Angka 90,07 Triwulan I - 

Triwulan II - 

Triwulan III - 

Triwulan IV   90,07*) 

2. Meningkatnya 

penyelenggaraan 

kearsipan sesuai 

standar 

Cakupan PD yang 

Mempunyai Tata 

Kelola Kearsipan 

dengan Baik 

Persentase 100 Triwulan I - 

Triwulan II - 

Triwulan III - 

Triwulan IV   100*) 

3 Meningkatnya 

Indek 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

 

Indek 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

(Indikator Kinerja  

Tambahan) 

Angka 82,70 Triwulan I - 

Triwulan II - 

Triwulan III - 

Triwulan IV   82,70*) 

 
Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 
 

No Nama Program Anggaran 

1. 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota  
Rp  6.548.207.453,00 

2. a. Program Pembinaan Perpustakaan (DAK) Rp     809.955.000,00 

 b. Program Pembinaan Perpustakaan Rp     946.187.184,00 

3. Program Pengelolaan Arsip Rp     357.863.544,00 
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4. Program Perlindungan dan Penyelamatan 

Arsip 

Rp         5.324.800,00 

 Jumlah Rp  8.667.537.981,00 

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 
 
Uraian Sasaran 1 : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka  adalah 

semakin banyaknya orang/masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber  

informasi,  tempat belajar untuk meningkatkan kesejateraan dan  kualitas hidup.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:  

• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang -undang ini 

menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat 

mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keberdayaan bangsa; 

• Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Perpustakaan; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Persentase 
pemustaka 
yang 
berkunjung ke 
perpustakaan 

Jumlah kunjungan pemustaka 
ke perpustakaan menjadi salah 
satu tolok ukur ketermanfaatan 
perpustakaan oleh masyarakat.  

Jumlah 
pemustaka 
yang 
berkunjung ke 
perpustakaan 
dibagi jumlah 
penduduk kali 
100% 

Data 
pengunjung 
Dinas 
Perpustakaan 
dan 
Kearsipan 
Kabuaten 
Bantul 

2 Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Perpustakaan 

Survei Kepuasan Masyarakat 
(SKM) adalah kegiatan untuk 
mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan publik.  
Pelayanan perpustakaan 
merupakan  salah satu layanan 
publik yang menyediaan bahan 
pustaka,  informasi serta 
keragaman jenis layanan 
perpustakaan lainnya. 
Responden survei adalah 
Pemustaka 

Nilai Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

Laporan SKM 
Dinas 
Perpustakaan 
dan 
Kearsipan 
Tahun 2025 
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Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Persentase 
pemustaka 
yang 
berkunjung ke 
perpustakaan 
 
 
 
 
 
 

183% Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 
2021-2026.  
Target ini menyesuikan dengan capaian/realisasi pada 
tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 145,91% 
(jumlah pengunjung: 1.412.776), pada tahun 2024 
tercapai 182,3% (jumlah pengunjung: 1.787.138) 
Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 
2024. 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 

Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Perpustakaan 

90,07 Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas 
perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 
2021-2026.  
Target ini menyesuaikan dengan capaian/realisasi 
pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terealisasi 
nilai 91,74 dan pada tahun 2024 terealisasi nilai 90,06. 
Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 
2024 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 
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Uraian Sasaran 2 : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai 

standar  adalah semakin meningkatnya keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, 

pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan daerah, yang 

didukung oleh SDM, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Salah satu indikator  

yang digunakan dalam mengukur peningkatan penyelenggaraan kearsipan  adalah 

banyaknya Perangkat Daerah yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan baik 

dan sesuai aturan.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:  

• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang -undang ini 

menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, 

dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara; 

• Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Meningkatnya 
penyelenggar
aan kearsipan 
sesuai 
standar 

Peningkatan jumlah 
Perangkat Daerah yang 
telah melakukan tata 
kelola kearsipan dengan 
baik merupakan salah 
satu indikator yang 
menunjukkan 
keberhasilan 
penyelenggaraan 
kearsipan sesuai 
standar. 
Perangkat Daerah telah 
melaksanakan tata kelola 
kearsipan  dengan baik 
ditunjukkan dari hasil  
nilai pengawasan 
kearsipan internal 
minimal kategori baik.    

Jumlah PD yang 
telah melaksanakan 
tata kelola 
kearsipan dengan 
nilai baik dibagi 
jumlah PD kali 
100% 

Hasil 
Pengawasan 
Internal 
Dispusip 
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Target Kinerja 
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 
yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 
Kinerja 

Target Penjelasan 

Cakupan PD 
yang 
Mempunyai 
Tata Kelola 
Kearsipan 
dengan Baik 

100% Indikator ini sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 
2021-2026. 
Target ini menyesuikan dengan capaian/realisasi pada 
tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 80% (36 
PD dari 45 PD), pada tahun 2024 tercapai 100% (45 
PD) 
Target tahun 2025 akan dipertahankan tetap 100% (45 
PD) dengan nilai baik. 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 

 

Uraian Sasaran 3 : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja meningkatnya Indek Pembangunan Literasi 

Masyarakat (IPLM) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat literasi 

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. IPLM merupakan kegiatan sensus/pendataan 

yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan 

mengembangkan perpustakaan. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada pengembangan 

dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.  IPLM dihitung berdasarkan 

unsur-unsur pembangun masyarakat (UPLM), yaitu pemerataan layanan perpustakaan, 

ketercukupan  koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per 

hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:  

• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang -undang ini 

menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat 

mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keberdayaan bangsa; 

• Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Perpustakaan; 

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. 
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Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber 

Data 

1 Meningkatnya 

Indek 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

 

IPLM merupakan kegiatan 
sensus/pendataan yang 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemerintah 
daerah dalam membina dan 
mengembangkan 
perpustakaan 
IPLM lebih memfokuskan 
pada pengembangan dan 
penguatan kelembagaan dan 
infrastruktur perpustakaan 

Rumus IPLM 
merupakan 
kumpulan dari 
rumus pengukuran 
7 komponen unsur 
pembangun literasi 
masyarakat (UPLM) 
beserta pembaginya 
yaitu komponen 
masyarakat (AM) 
 
 

 
 
 

Hasil 
Kajian 
IPLM dari 
Perpusnas 
RI  

 
Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Indek 
Pembnagunan 
Literasi 
Masyarakat 
(IPLM) 
 
 
 
 
 

82,70 Indikator ini merupakan indikator kinerja tambahan atas 
hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PAN dan RB 
Tahun 2022 
Target ini menyesuikan dengan capaian/realisasi pada 
tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 tercapai 68,60 , 
pada tahun 2024 terealisasi 82,60. 
Target tahun 2025 sudah meningkat dari realisasi tahun 
2024. 
Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan 
pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off 
Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala 
Saba. 

 

 






























































